KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI

D E N G A N

 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PADA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2007-2008
Senin, 18 Februari 2008 (Pukul 10.00 WIB)


Setelah membaca, mengkaji, mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI, dan tanggapan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan belum tercapainya target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009 dan capaian Rencana Strategis (RENSTRA) terutama dalam hal pertumbuhan industri dan  penyerapan tenaga kerja, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Departemen Perindustrian agar lebih fokus dalam mengembangkan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Untuk meningkatkan peranan cabang-cabang industri terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) sektor industri, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Departemen Perindustrian untuk mengambil kebijakan yang tepat dan dapat mendorong Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bagi pengembangan industri nasional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB sektor industri.
3. Berkaitan dengan rencana pengembangan industri baja, Komisi VI DPR RI mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor baja, yaitu dengan mendorong berkembangnya industri baja berbahan baku lokal. Komisi VI DPR RI  meminta Pemerintah cq Departemen Perindustrian agar melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya menumbuhkan sinergitas dalam pengembangan industri baja dan menyusun kebijakan dan regulasi tentang tata niaga ekspor bahan galian dan insentif fiskal sesuai PP Nomor 1/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu.
4. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku energi  diantaranya gas dan batu bara yang sangat dibutuhkan industri nasional, maka Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Departemen Perindustrian untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya sehingga ancaman kekurangan pasokan energi di kemudian hari tidak menjadi kendala bagi perkembangan industri masa depan dengan memperhatikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
5. Agar pelaku usaha industri makanan dan minuman tidak bergantung pada impor gula rafinasi, maka Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Departemen Perindustrian untuk meningkatkan kualitas ICUMSA gula rafinasi agar sesuai dengan kebutuhan industri makanan dan minuman.
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